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2014-2015 PAMIN Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda NTT 

2015 PS. Panit 2 Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda NTT 

2019 Panit 1 Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel 

2020-Sekarang Kanit 3 Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel 

 

TANDA KEHORMATAN 
 

SL PENGABDIAN 8 TAHUN 

SL PENGABDIAN 16 TAHUN 

SL PENGABDIAN 24 TAHUN 

 
PENGHARGAAN 
 

Tahun 
Pemberi 

Penghargaan 
Penghargaan 

2021 

Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi 

Penerima Penghargaan Perolehan 

Perkara Dinyatakan P-21 Terbanyak 

2021 

Kepala Kepolisian 

Daerah Sulawesi 

Selatan 

Peringkat 1 se-Indonesia dalam 

Penyelesaian Perkara Korupsi 

Tahun 2020 

2021 

Kepala Kepolisian 

Daerah Sulawesi 

Selatan 

Penyelamatan kerugian keuangan 

Negara sejumlah Rp. 

11.509.585.732 (sebelas milyar lima 

ratus sembilan juta lima ratus 

delapan puluh lima ribu tujuh ratus 

tiga puluh satu rupiah) 
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Tahun 
Pemberi 

Penghargaan 
Penghargaan 

2021 

Kepala Kepolisian 

Daerah Sulawesi 

Selatan 

Telah berhasil mengungkapkan 

kasus tindak pidana korupsi yang 

menjadi perhatian publik dan telah 

mendapatkan apresiasi pimpinan 

KPK pada kasus korupsi 

Pembangunan gedung puskesmas 

Batua di Dinas Kesehatan Kota 

Makassar dengan total kerugian Rp. 

22.670.516.871 (dua puluh dua 

milyar enam ratus tujuh puluh juta 

lima ratus enam belas ribu delapan 

ratus tujuh puluh satu rupiah) 

2021 

Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda 

Sulsel 

Telah berhasil membawa 

Ditreskrimisus Polda Sulsel sebagai 

peringkat pertama se-Indonesia 

dalam penyelesaian Perkara 

Tipidkor Tertinggi Tahun 2020  

2021 

Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda 

Sulsel 

Telah berhasil membawa 

Ditreskrimisus Polda Sulsel sebagai 

peringkat ke enam se-Indonesia 

dalam penyelamatan keuangan 

negara melalui Sita/Blokir 

2021 

Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda 

Sulsel 

Telah berhasil melakukan 

penanganan dugaan tindak pidana 

korupsi pekerjaan pembangunan 

Puskesmas Batua Kota Makassar 

tahap I (satu) 2018 yang menjadi 

perhatian publik dengan nilai 

kerugian negara cukup besar senilai 

Rp. 22.670.516.871 (dua puluh dua 

milyar enam ratus tujuh puluh juta 

lima ratus enam belas ribu delapan 

ratus tujuh puluh satu rupiah) 
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Tahun 
Pemberi 

Penghargaan 
Penghargaan 

2021 

Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda 

Sulsel 

Telah berhasil melakukan 

penyelamatan kerugian keuangan 

negara tertinggi se Polda Sulsel 

tahun 2020 sebesar Rp. 4. 

050.646.402 

2021 
Pemerintah Kota 

Makassar 

Atas Capaian Kinerja sagat baik 

dalam rangka pemulihan kerugian 

negara tahun 2021 berdasarkan 

MOU antara pemerintah Kota 

Makassar dan Kepolisian Daerah 

Sulawesi Selatan.  

2021 
Pemerintah Kota 

Makassar 

Atas capaian kinerja sangat baik 

dalam rangka pemulihan kerugian 

negara semester I Tahun 2021 Kota 

Makassar sebesar 12.460.874.108 

berdasarkan MOU antara 

Pemerintah Kota Makassar dan 

Kepolisian Daerah Sulawesi 

Selatan. 

2020 

Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda 

Sulsel 

Telah berhasil dalam penyelesaian 

perkara dan pengembalian kerugian 

negara melebihi target. 

2020 

Direktorat Sekolah 

Dasar Direktorat 

Jenderal Pendidikan 

Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah 

Kementrian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Telah berperan aktif atas 

pengungkapan tindak pidana 

korupsi penyalahgunaan bantuan 

pemerintah di Direktorat Sekolah 

Dasar, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 

tahun 2017 pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bantaeng, Provinsi 

Sulawesi Selatan 

2019 

Kepolisian Daerah 

Nusa Tenggara Timur 

Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus 

Atas dedikasi dan Kinerja selama 

bertugas di Ditreskrimsus Polda 

NTT 
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Tahun 
Pemberi 

Penghargaan 
Penghargaan 

2014 

Kepala Kepolisian 

Daerah Nusa 

Tenggara Timur 

Prestasi kinerja dan dedikasi 

pengabdian penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi melebihi 

target yang ditentukan tahun 2013 

2013 

Kepala Kepolisian 

Daerah Nusa 

Tenggara Timur 

Prestasi kinerja dan dedikasi 

pengabdian penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi melebihi 

target yang ditentukan tahun 2013 

 
 
PUBLIKASI ILMIAH 
 

• Internasioanal journal dengan judul Responsibilities of Committing 

Officers in the Implementation of Hospital Construction Auctions in 

South Sulawesi. Journal Dimensie Management and Public Sector, 

2022. 

• Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan judul Transparency of 

commitment making officials (PPK) in the Implementation of auctions of 

goods and services in the health sector in South Sulawesi Province. 

International Journal of Health Sciences, 2022 

• Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 dengan judul 

Responsiveness of Commitment Making Officials in the Implementation 

of Goods and Services Auction for Hospital Construction in South 

Sulawesi Province. NeuroQuantology an Interdisciplinary Journal.  

 
INTERNASIONAL SEMINAR 
 

• Prosiding Bereputasi Internasional Scopus dengan Responsiveness of 

Commitment Making Officials in the Implementation of Goods and 

Services Auction for Hospital Construction in South Sulawesi Province. 

International Conference on Communication, Policy and Social Science 

(INCCLUSI), 2022.  
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